
BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR5 TAHUN2022

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2O22_2O3O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO9 tentang
Kepariwisataan, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta
Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten
Tana Toraja Tahun 2O22-2O3O;

Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

?4, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 terrtang Penataan

Rualg (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O07

' Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 47251 sebagatmana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tenthng Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 245, Tambahan l'embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO9 tentang

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O09 Nomor 11, Tambahan l'embaran Negara

Republik Indonesia Nomor a966)1 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang N&nor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan I'embaran Negara

RePublik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor t2 Tahun 20ll teartaflg

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OIl Nomor 82'
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

' 
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BUPATI TANA TORAJA 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA 

NOMOR 5 TAHUN 2022 

TENT ANG 

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN 
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2022-2030 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TANA TORAJA, 

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan, sebagairnana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten 
Tana Toraja Tahun 2022-2030; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nornor 29 Tahun 1959 tentang 
Pernbentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Nornor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nornor 68, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lernbaran Negara Republik Indonesia ·Tahun 2020 
Nornor 245, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573}; 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 11, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 4966)\ sebagairnana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 
5234) sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir 
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dengarr Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2O22 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2OIL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tar:rbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undalg-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah fl*mblran Negara Republik Indonesia Tehlull 2O22
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2O 1 1 tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional
Tahun 2O|O-2O25 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol1 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5262);

8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016
terrtang Motnan Perryrsunan Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1173);

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1

Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan di
Sulawesi Selatan (Lembaral Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan l,embaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 258);

1O. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi S,elatan Nornor 2
Tahun 2015 tentang Rencana Induk pembangunan
Kepariwisataan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2015-2030 (l,embaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 258);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 12
Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2oll-2}gl (Lembaran
Daerah Kabupaten Tana Toraia Tahun 2O1l Nornor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja
Nomor 03);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun
2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang
Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2OLO-2O3O
(kmbaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2012
Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana
Toraja Nomor 04);
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dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang 
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 
Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5262); 

8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 
ten tang Pedoman Penyusunan Rencana lnduk 
Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 1173); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 
Tahun 2011 ten tang Penyelenggaraan Kepariwisataan di 
Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 258); 

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 
Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan 
Kepariwisataan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 
2015-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 258); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 12 
Tahun 2011 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011-2031 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja 
Nomor 03); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 
2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010-2030 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2012 
Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana 
Toraja Nomor 04); 
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Dengan Persetujuan Elersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
dan

BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimalsud dengan:

L. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.

2. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

+. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dlan DPRD menurut asas otonomi dan rugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Wisata a*alal: ke6itaial: peqakanalr yang dikakukan oleh seseorang atau
sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan
rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tank
wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

6 1[j5s.1srl'61 adalah orang yang m-elalolkan rr isafa_

7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatal wisata dan didukung
berbagai fasilitas serta layanan yang disedialan oleh masyarakat,
pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

B- Xegariwlsafaan arlalah keseluru-ban keg)aten yang terkart dengan
pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul
sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara
wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.

9. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Tana
Toraja yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah dokumen
perencanaan pembangunan Kepariwisataan Daerah untuk periode 9
(sembilan) tahun terhitung sejak tallun 2022 sampai dengan tahun 2O30.

1O. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata
adalah kawasan geografrs yang berada dalam satu atau lebih wilayah
administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas
umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yalg saling
terkait dan melen$api terwr-{udnya kepariwisataan-

PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBANGUNAN KEPARTWISATAAN
TORAJA TAHUN 2O22-2O3O.

RENCANA
KABUPATEN

INDUK
TANA
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA 
dan 

BUPATI TANA TORAJA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK 
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN TANA 
TORAJA TAHUN 2022-2030. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja. 
2. Bupati adalah Bupati Tana Toraja. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang­ 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseonmg atau 
sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan 
rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tank 
wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 

6.. Wisatawan adalab orang yang melakukan wisata 
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung 

berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, 
pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. 

B. Kepariwisataan adalab .keseluruhan kegiatao yang terkait deogao 
pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul 
sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara 
wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah 
Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha. 

9. Rencana lnduk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Tana 
Toraja yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah dokumen 
perencanaan pembangunan Kepariwisataan Daerah untuk periode 9 
(sembilan) tahun terhitung sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2030. 

10. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata 
adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah 
administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas 
umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling 
terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataa.n. 
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11. Perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah hasil
pewilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam
bentuk kawasan pariwisata daerah, kawasan pengembangan pariwisata
daerah, dan kawasan strategis pariwisata daerah.

12. Destiaasi Pariwisata Daerah yang eelanjutnya disingkat DPD adalah
Destinasi Pariwisata yang berskala daerah.

1.3. Kawasan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPD adalah
kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk
memenuhi kebutuhan pariwjsa ta.

14. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat
KPPD adalah kawasan geografrs di dalam destinasi pariwisata yang
memiliki tema tertentu, dengan komponen daya tarik wisata, fasilitas
umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling
terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

15. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD
adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki
potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh
penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi,
sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung
lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

16. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan
semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjatan dengan lancar
sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi
kebutuhannya.

17. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan
kesadaran, kapasitas, akses, dan per€rn masyarakat, baik secara individu
maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan
kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.

18. Pemasaran adalah serangkaian proses untuk menciptalcan,
mengkom ' n ika sika::, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi
dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh
pemangku kepentingannya.

19. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait
dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan
kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

20. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya
yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah,
pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia,
regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan
guna menghasi-lkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang
kepariwisataan.

21. Sumber Daya Manusia Pariwisat a yang selanjutnya disebut SDM
Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekedaannya terkait secara langsung
dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.

22. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/ atau jasa
bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
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11. Perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah hasil 
pewilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam 
bentuk kawasan pariwisata daerah, kawasan pengembangan pariwisata 
daerah, dan kawasan strategis pariwisata daerah. 

12. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah 
Destinasi Pariwisata yang berskala daerah. 

13. Kawasan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPD adalah 
kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk 
memeouhi kebutuhao pariwisata. 

14. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat 
KPPD adalah kawasan geografis di dalam destinasi pariwisata yang 
memiliki tema tertentu, dengan komponen daya tarik wisata, fasilitas 
umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling 
terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. 

15. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD 
adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki 
potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh 
penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, 
sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung 
lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. 

16. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan 
semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar 
sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi 
kebutuhannya. 

17. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan 
kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu 
maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan 
kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan. 

18. Pemasaran adalah serangkaian proses untuk menciptakan, 
.mengkomunikasikan, menyampaikao produk wisata dan mengelola relasi 
dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh 
pemangku kepentingannya. 

19. lndustri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait 
dalam rangka menghasilkan barang dan/ a tau jasa bagi pemenuhan 
kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. 

20. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya 
yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, 
pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, surnber daya manusia, 
regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan 
guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang 
kepariwisataan. 

21. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SOM 
Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung 
dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan. 

22. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa 
bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 
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23. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan,
keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam,
budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan
kunjungan wisatawan.

24. Standardisasi Kepariwisataan adalah lrroses merumuskan, rnenetapkan,
menereFkan dal merevisi standar, yalg dilaksanakErn secara tertib dan
bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan
kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan.

25- Kompetensi adaleh seperangkat pengetahua-n, keteramgilan, dan perilaku
yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk
mengembangkan profesionalitas kerja.

26. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja
pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata,
pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

27. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh
lembaga/ laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa
barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang
dipersyaratkan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Kedudukan RIPPARKAB sebagai berikut:
a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah sektor

pariwisata;
b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan dalam penyusunan

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah; dan
c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan

kepariwisataan daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

(1) RIPPARKAB mencakup 4 (empat) aspek pembangunan kepariwisataan,
yaitu:
a. pembangunan destinasi pariwisata;
b. pembangunan industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
c. pembangunan pemasaran pariwisata; dan
d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

l2l Lingkup RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara
rinci seb.agai suatu subsistem yang saling terkait dalam pernbangunan
kepariwisataan Daerah dengan mengacu pada Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan dan Rencana
Induk Pembalgunan Kepariwisataan Nasional.

(3) RIPPARKAB dapat ditinjau berdasarkan pertimbangan kebutuhan Daerah.
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23. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, 
keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, 
budaya, dan hasii buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan 
kunjungan wisatawan. 

24. Standardisasi Kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, 
menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan 
bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan 
kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan. 

25. Kompetensi adalab seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilalru 
yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk 
mengembangkan profesionalitas kerja. 

26. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja 
pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, 
pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan. 

27. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh 
lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa 
barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang 
dipersyaratkan. 

BAB II 
KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal 2 

Kedudukan RIPPARKAB sebagai berikut: 
a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah sektor 

pariwisata; 
b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan dalam penyusunan 

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah; dan 
c. sebagai dasar pereneanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan 

kepariwisataan daerah. 

Bagian Kedua 
Ruang Lingkup 

Pasal 3 

(1) RIPPARKAB mencakup 4 (empat) aspek pembangunan kepariwisataan, 
yaitu: 
a. pembangunan destinasi pariwisata; 
b. pembangunan industri pariwisata dan ekonomi kreatif; 
c. pembangunan pemasaran pariwisata; dan 
d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan. 

(2) Lingkup RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara 
rinci sebagai suatu subsistem yang saling terkait dalam pembangunan 
kepariwisataan Daerah dengan mengacu pada Rencana Induk 
Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan dan Rencana 
Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional. 

(3) RIPPARKAB dapat ditinjau berdasarkan pertimbangan kebutuhan Daerah. 
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Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

a. Prinsip, Visi dan Misi;

b. Tujuan, sasaran dan kebijakan;

c. Strategi pembangunan kepariwisataan Daerah;

d. Indikasi Program Pembangunan Kepariwisataan Daeralr;

e. Pengawasan dan Pengendalian; dan

f. Pembiayaan.

BAB III
PRINSIP, VISI DAN MISI

Bagian Kesatu
Prinsip

Pasal 5

RIPPARKAE| mengacu pada prinsip pembangunan kepariwisataan yang
berkelanj utan yaitu:
a. menjunjung tinggr norrna aga;raa dafi nilai budaya sebagai

pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan
antara manusia dan Ttrhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia
dan sesama manusia, dal hubungan antara manusia dan lingkungan;

b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragemsl budaya, dan kearifan
lokal;

c. memberi manfaat untuk kesejahteraan ra-liryat, keadilan, kesetaraan, dan
proporsionalitas;

d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
e. mernberdayakan masyarakatsetanpat;
f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan

daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi
daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;

E. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional
dalam bidang pariwisata; dan

h. memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Visi

Pasal 6

Visi pembangunan kepariwisataan Daerah adalah "Menjadikan Pariwisata
sebagai Andalan Perekonomian Daera-h Berbasiskal Sumber Daya Alam dan
Budaya yarrg Maju".

Bagian Ketiga
Misi

Pasal 7

Misi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagai berikut:
a. mengembangkan destinasi pariwisata yang terpadu dan berkelanjutan;
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Pasal 4 

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah: 
a. Prinsip, Visi dan Misi; 
b. Tujuan, sasaran dan kebijakan; 
c. Strategi pembangunan kepariwisataan Daerah; 
d. Indikasi Program Pembangunan Kepariwisataan Daerah; 
e. Pengawasan dan Pengendalian; dan 
f. Pembiayaan. 

BAB III 
PRINSIP, VIS! DAN MIS! 

Bagian Kesatu 
Prinsip 

Pasal 5 

RIPPARKAB mengacu pada prinsip pembangunan kepariwisataan yang 
berkelanjutan yaitu: 
a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai 

pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan 
antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia 
dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan; 

b. menjunjung tinggi hak asasi rnanusia, keragaman budaya, dan kearifan 
lokal; 

c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan 
proporsionalitas; 

d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup; 
e. memberdayakan masyarakat setempat; 
f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan 

daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi 
daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan; 

g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan intemasional 
dalam bidang pariwisata; dan 

h. memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Bagian Kedua 
Visi 

Pasal 6 

Visi pembangunan kepariwisataan Daerah adalah "Menjadikan Pariwisata 
sebagai Andalan Perekonomian Daerah Berbasiskan Sumber Daya Alam dan 
Budaya yang Maju", 

Bagian Ketiga 
Misi 

Pasal 7 

Misi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagai berikut: 
a. mengembangkan destinasi pariwisata yang terpadu dan berkelanjutan; 



b. mengembangkan struktur Industri Pariwisata, daya saing produk,
kemitraan usaha, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap sosial
budaya dan lingkungan;

c. mengembangkan Pemasaran Pariwisata terpadu yang berkelanjutal
dengan melibatkan selunrh pemangku kepentingan; dan

d. pengembangan organisasi pemerintah, swasta, dan masyarakat, SDM
Pariwisata, regulasi, serta mekanisme operasional bidang Kepariwisataan
yang handal.

BAB IV
TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 8

Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah yaitu:
a. optirnalisasi pembangunan kepariwisataan dengal prinsip berkelanjutan;
b. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata sebagai

penggerak pertumbuhan ekonomi, sosial budaya yang disertai dengan
peningkatan pemberdayaan masyarakat;

c. mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan
perekonomian masyarakat dan daerah;

d. pe{nasaran Destinasi Pariwisata yaleg efektif dan efisien dalam
membangun citra Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang unggul dan
berdaya saing; dan

e. mengembangkan kelembagaaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata
yang mampu mensinergikan pengembangan Destinasi, Pemasaran, dan
Industri Pariwisata secara efektif, efrsien dan profesional.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 9

Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:
a. tersedianya sarana dan prasarana pariwisata yang handal;
b. munculnya berbagai inovasi penciptaan berbagai jenis produk wisata;
c. meningkatnya kualitas paket wisata yang variatif baik yang dikelola

secara sinergis dan terintegrasi antara pemerintah daerah dan/atau oleh
pelaku wisata;

d. meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara maupun mErnczrnegara;
e. nening)<atnya kesejahteraan masyarakat lokal sekitar potensi daya tarik

wisata;
f. meningkatnya kualitas dan kuantitas kawasan pariwisata;
g. meningkatnya pendapatan Daerah dan pendapatan masyarakat, dengan

tetap memelihara kelestarian lingkungan;
h. terwujudnya industri pariwisata yang mampu menggerakkan

perekonomian Daerah mela-lui peningkatan investasi di bidang
pariwisata, kerjasama antarusaha pariwisata, memperluas lapangan
kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian
lingkwtgan dan pernberdayaan masyarakat;
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b. mengembangkan struktur lndustri Pariwisata, daya saing produk, 
kemitraan usaha, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap sosial 
budaya dan lingkungan; 

c. mengembangkan Pemasaran Pariwisata terpadu yang berkelanjutan 
dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan; dan 

d. pengembangan organisasi pemerintah, swasta, dan masyarakat, SOM 
Pariwisata, regulasi, serta mekanisme operasional bidang Kepariwisataan 
yang handal. 

BAB IV 
TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN 

Bagian Kesatu 
Tujuan 

Pasal 8 

Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah yaitu: 
a. optimalisasi pembangunan kepariwisataan dengan prinsip berkelanjutan; 
b. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata sebagai 

penggerak pertumbuhan ekonomi, sosial budaya yang disertai dengan 
peningkatan pemberdayaan masyarakat; 

c. mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan 
perekonomian masyarakat dan daerah; 

d. pemasaran Destinasi Pariwisata yang efektif dan efisien dalam 
membangun citra Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang unggul dan 
berdaya saing; dan 

e. mengembangkan kelembagaaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata 
yang mampu mensinergikan pengembangan Destinasi, Pemasaran, dan 
Industri Pariwisata secara efektif, efisien dan profesional. 

Bagian Kedua 
Sasaran 

Pasal 9 

Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah meliputi: 
a. tersedianya sarana dan prasarana pariwisata yang handal; 
b. munculnya berbagai inovasi penciptaan berbagai jenis produk wisata; 
c. meningkatnya kualitas paket wisata yang variatif baik yang dikelola 

secara sinergis dan terintegrasi antara pemerintah daerah dan/atau oleh 
pelaku wisata; 

d. meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara; 
e. meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal sekitar potensi daya tarik 

wisata; 
f. meningkatnya kualitas dan kuantitas kawasan pariwisata; 
g. meningkatnya pendapatan Daerah dan pendapatan masyarakat, dengan 

tetap memelihara kelestarian lingkungan; 
h. terwujudnya industri pariwisata yang mampu menggerakkan 

perekonomian Daerah melalui peningkatan investasi di bidang 
pariwisata, kerjasama antarusaha pariwisata, memperluas lapangan 
kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian 
lingkungan dan pemberdayaan masyarakat; 
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1. terwujudnya lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu
menyelaraskan pembangunan industri pariwisata, kawasan pariwisata,
dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efrsien;
terwujudnya media pemasaran pariwisata yang efektif dan ehsien untuk
meningkatkan citra kanvasan pariwisa ta Daera-h rlan apresiatif sehingga
marnpu menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan
mancanegara dan wisatawan nusantara;
terwujudnya pariwisata sebagai sektor unggulan dalam pembangunan
Daerah; dan
meningkatkan jumlah penerimaan retribusi dari wisatawan.

Bagian Ketiga
Kebijakan

Pasal 1O

Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:
a. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata;
b. Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata;
c. Kebijakan Pembangu.nan Pemasaran Pariwisata; dan
d. Kebijakan pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan.

Pasal 11

(1) Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
a. pembangunan Destinasi Pariwisata alam, budaya, minat khusus dan

hasil buatan manusia yang menjadi kekhasan dart kekhususan Daerah
sebagai Destinasi Pariwisata siap kunjung yang memperhatikan dan
menjunjung tinggi kearifan lokal;

b. penyediaan infrastruktur aksesibilitas transportasi yang mendukung
Pembangunan Kepariwisataan Daerah; dan

c. pembangunan prasarana umrun, fasilitas umum, dan fasilitas
pariwisata ramah lingkungan dan memenuhi standar provinsi,
nasional, dan internasional.

(2) Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:
a. penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif bag,

perrgembangan Industri Pariwisata yang berkelanjutan;
b. pengu.atan jejaring regional, nasional dan internasional Industri

Pariwisata untuk mencapai kredibilitas bisnis dan standar pengelolaan
serta pelayanan bertaral internasional dan berwawasan lingkungan;
dan

c. pengembangan kemitraan industri besar di bidaag pariwisata atau
industri yang lokasinya lintas Daerah dengan Industri pariwisata dan
terkait berskala UMKM dalam memberikan TDUp dan Sertifikasi Usaha
Pariwisata.

{3} Kebijakan Panbangunan Pemasaran Pariwis-ata sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1O huruf c, meliputi:
a. pengembangan sistem pemasaran yang terpadu dan sinergis antara

Pemerintah Daerah, Badan Promosi pariwisata Daerah, Usaha
Pariwisata dan masyarakat:, dan

J

k
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i, terwujudnya lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu 
menyelaraskan pembangunan industri pariwisata, kawasan pariwisata, 
dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien; 

j. terwujudnya media pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien untuk 
meningkatkan citra kawasan pariwisata Daerah dan apresiatif sehingga 
marnpu menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan 
mancanegara dan wisatawan nusantara; 

k. terwujudnya pariwisata sebagai sektor unggulan dalam pembangunan 
Daerah; dan 

1. meningkatkan jumlah penerimaan retribusi dari wisatawan. 

Bagian Ketiga 
Kebijakan 

Pasal 10 

Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi: 
a. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata; 
b. Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata; 
c. Kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata; dan 
d. Kebijakan pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan. 

Pasal 11 

(1) Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 huruf a meliputi: 
a. pembangunan Destinasi Pariwisata alam, budaya, minat khusus dan 

hasil buatan manusia yang menjadi kekhasan dan kekhususan Daerah 
sebagai Destinasi Pariwisata siap kunjung yang memperhatikan dan 
menjunjung tinggi kearifan lokal; 

b. penyediaan infrastruktur aksesibilitas transportasi yang mendukung 
Pembangunan Kepariwisataan Daerah; dan 

c. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas 
pariwisata ramah lingkungan dan memenuhi standar provinsi, 
nasional, dan internasional. 

(2) Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 huruf b, meliputi: 
a. penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif bagi 

pengembangan Industri Pariwisata yang berkelanjutan; 
b. penguatan jejaring regional, nasional dan internasional Industri 

Pariwisata untuk mencapai kredibilitas bisnis dan standar pengelolaan 
serta pelayanan bertaraf internasional dan berwawasan lingkungan; 
dan 

c. pengembangan kemitraan industri besar di bidang pariwisata atau 
industri yang lokasinya lintas Daerah dengan Industri Pariwisata dan 
terkait berskala UMKM dalam memberikan TDUP dan Sertifikasi Usaha 
Pariwisata. 

{3) Kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 huruf c, meliputi: 
a. pengembangan sistem pemasaran yang 

Pemerintah Daerah, Badan Promosi 
Pariwisata dan masyarakat; dan 

terpadu dan sinergis antara 
Pariwisata Daerah, Usaha 
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b. pengembang€rn pemasaran berbasis pariwisata yang bertanggungjawab dengan berbasis pada riset p""r, d"., p"-r.rf"rt"., teknologiinformasi.
(4) Kebijakan pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan sebagaimanadimaksud dalam pasal tO humf d rneiiputi:

a' peningkatan intregrasi dan koordinasi pembangunaa kepariwisataan
Daerah dengan tatakelola dan tatalaksana Daya Tarik wisata untukmewujudkan satu kesatuan destinasi yang berdaya saing nasional;

b. peningkatan kapasitas dan kinerja Kelembagaan Kepariwisataan dilingkungan pemerintahan dan Industri pariwisata Daerah agar dapat
melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan yaleg efektif
dan optimal;

c. pengembangan sistem insentif untuk meningkatkan kualitas sumber
daya manusia pariwisata berkompetensi nasional dan internasional;
dan

d. pengembangan kerja sarna dengan lembaga pendidikan untuk
menghasilkan sumber daya manusia pariwisata yang berkompetensi
nasional dan internasional.

BAB V
STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARMISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 12

(1) Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata alam, budaya, minat khusus
dan hasil buatan manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1) huruf a, meliputi :

a. menetapkan Daya Tarik Wisata berbasis alam, budaya, minat khusus
dan hasil buatan manusia sebagai unggulan Daerah dalam
rnendorong peningkatan kunjungan Wisatawan ke Destinasi
Pariwisata;

b. meningkatan keterpaduan pengembangan potensi pariwisata budaya
khas dan khusus Daerah dalam membangun Destinasi Pariwisata
budaya yang berdaya saing global dal berbasis kearifan lokal;

c. mengembangkan pariwisata kawasan perkotaan terpadu, pariwisata
olahraga, dan pariwisata konvensi berskala internasional dalam
membangu.n Destinasi Pariwisata buatan yang berdaya saing global

dan berbasis kearifan lokal; d
d. rnengembangkan investasi yang berpihak prada masyarakat dalam

rangka meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata.
(21 strategi untuk penyedian infrastruktur Aksesibilitas transportasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. meningkatkan Aksesibilitas in-frastruktur melalui jaringan transportasi

darat ke Destinasi Pariwisata utama bagi Wisatawan;
b. meningkatkan keterpaduan jaringan transportasi yang

menghubungkan stmktur perwilayahan pariwisata Daerah.

. . 
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b. �ngembangan pemasaran berbasis pariwisata yang bertanggung 
�awab dengan berbasis pada riset pasar dan pemanfaatan teknolo · 
mformas1. gi 

(4) K_ebijakan pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan sebagaimana 
dunaksU<i dalam Pasal 10 huruf d meliputi: 
a. peningkatan intregrasi dan koordinasi pembangunan kepariwisataan 

Daer� dengan tatakelola dan tatalaksana Daya Tarik Wisata untuk 
mewuJudkan satu kesatuan destinasi yang berdaya saing nasional; 

b. �eningkatan kapasitas dan kinerja Kelembagaan Kepariwisataan di 
hngkungan pemerintahan dan Industri Pariwisata Daerah agar dapat 
melaku�an perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan yang efektif 
dan optimal; 

c. pengembangan sistem insentif untuk meningkatkan kualitas sumber 
daya manusia pariwisata berkompetensi nasional dan internasional· 
dan ' 

d. pengembangan kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk 
menghasilkan sumber daya manusia pariwisata yang berkompetensi 
nasional dan internasional. 

BABV 
STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH 

Bagian Kesatu 
Strategi Pernbangunan Destinasi Pariwisata 

Pasal 12 

(1) Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata alarn, budaya, minat khusus 
dan hasil buatan manusia, sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 11 ayat 
( 1) huruf a, rneliputi : 
a. rnenetapkan Daya Tarik Wisata berbasis alam, budaya, minat khusus 

dan hasil buatan manusia sebagai unggulan Daerah dalam 
mendorong peningkatan kunjungan Wisatawan ke Destinasi 
Pariwisata; 

b. meningkatan keterpaduan pengernbangan potensi pariwisata budaya 
khas dan khusus Daerah dalarn membangun Destinasi Pariwisata 
budaya yang berdaya saing global dan berbasis kearifan lokal; 

c. mengembangkan pariwisata kawasan perkotaan terpadu, pariwisata 
olahraga, dan pariwisata konvensi berskala internasional dalam 
membangun Destinasi Pariwisata buatan yang berdaya saing global 
dan berbasis kearifan lokal; dan 

d. mengembangkan investasi yang berpihak pada masyarakat dalam 
rangka meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata. 

(2) Strategi untuk penyedian infrastruktur Aksesibilitas transportasi 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, meliputi: 
a. meningkatkan Aksesibilitas infrastruktur melalui jaringan transportasi 

darat ke Destinasi Pariwisata utama bagi Wisatawan; 
b. meningkatkan keterpaduan jaringan transportasi yang 

menghubungkan struktur perwilayahan pariwisata Daerah. 
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{3) Strategi untuk pembangunan pras€rrana umum, fasilitas umum, dan
fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 1l ayat (l) huruf
c meliputi :

a. membangun jaringan air buangan dan limbah serta sistem pengelolaan
sampah yang ramah lingkunga$

b. meningkatkan kualitas sarana dan pelayanan fasilitas kesehatan,
peribadatan, keuangan, komunikasi, keamanan, dan keselamatan agar
memenuhi standar pelayanan nasional dan internasional; dan

c. mengembangkan Fasilitas Pariwasata berstandar pengelolaan dan
pelayanan nasional dan internasional dengan tetap memperhatikan
nilai kearifan lokal.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana detail strategi pembangunan
kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (Il, ayat l2l,
dan ayat {3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

(1) Dalam rangka pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1O huruf a, Pemerintah Daerah menetapkan DpD.

(21 DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. KSPD; dan
b. KPPD.

(3) Penetapan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mempertimbangkan aspek:
a. kawasan geografis yang di dalamnya terdapat pengembangan

kawasan pariwisata;
b. keterpaduan baik dari segi potensi, keterkaitan nilai budaya, maupun

da*art rang)<a pengemb-angannya;
c. jejaring aksesibilitas dan infrastruktur;
d. Daya Tarik Wisata dengan membentuk jejaring produk wisata dan

paket pemasaran serta pola kunjungan wisata baik domestik maupun
internasional;

e. daya dukung dan penguatan daya saing;
f. aspek sosiologis masyarakat Tana Toraja; dan
g. dampak ekonomi bagi masyarakat Tala Toraja.

(4) DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. DPD Bagian Tengah;
b. DPD Bagian Selatan
c. DPD Bagian Timur
d. DPD Bagian Utara
e. DPD Bagian Barat

(5) Selain KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah
Daerah dapat menetapkal suatu kawasan menjadi DPD dengan
mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pas,al 14

(1) Penetapan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (21 haruf a
dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria:
a. memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan daya

tarik Pariwisata;

. . 
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(3) Strategi untuk pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan 
fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf 
c meliputi: 
a. membangun jaringan air buangan dan limbah serta sistem pengelolaan 

sampah yang ram ah lingkungan; 
b. meningkatkan kualitas sarana dan pelayanan fasilitas kesehatan, 

peribadatan, keuangan, komunikasi, keamanan, dan keselamatan agar 
memenuhi standar pelayanan nasional dan intemasional; dan 

c. mengembangkan Fasilitas Pariwasata berstandar pengelolaan dan 
pelayanan nasional dan intemasional dengan tetap memperhatikan 
nilai kearifan lokal. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana detail strategi pembangunan 
kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 
dan ayat {31 diatur dalam Peraturan Bupati. 

Pasal 13 

(1) Dalam rangka pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana 
<limaksud dalam Pasal 10 huruf a, Pemerintah Daerah menetapkan DPD. 

(2) DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. KSPD; dan 
b. KPPD. 

(3) Penetapan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
mempertimbangkan aspek: 
a. kawasan geografis yang di dalamnya terdapat pengembangan 

kawasan pariwisata; 
b. keterpaduan baik dari segi potensi, keterkaitan nilai budaya, maupun 

dalam rangka pengembangannya; 
c. jejaring aksesibilitas dan infrastruktur; 
d. Daya Tarik Wisata dengan membentuk jejaring produk wisata dan 

paket pemasaran serta pola kunjungan wisata baik domestik maupun 
intemasional; 

e. daya dukung dan penguatan daya saing; 
f. aspek sosiologis masyarakat Tana Toraja; dan 
g. dampak ekonomi bagi masyarakat Tana Toraja. 

(4) DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. DPD Bagian Tengah; 
b. DPD Bagian Selatan 
c. DPD Bagian Timur 
d. DPD Bagian Utara 
e. DPD Bagian Barat 

(5) Selain KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah 
Daerah dapat menetapkan suatu kawasan menjadi DPD dengan 
mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 14 

(1) Penetapan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) haruf a 
dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria: 
a. memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan daya 

tarik Pari'Wisata; 
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b. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran
strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;

c. potensi pasar;
d. lokasi strategis;
e, kesiapan dan duku::gan masyarakat; dFn
f. memiliki kekhususan dari wilayah.

(21 Penetapan KPPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (21huruf b
ditentukan dengan kriteria :

a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi
daya tarik pariwisata;

b. potensi pasar;
c. lokasi strategis;
d. kawasan dengan komponen kepariwisataan yalg memiliki karakter

atau. t€ma produk pariwisata tert€ntu yang dominan dan rnelekat
kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut;

e. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
f. kekhususan dari wilayah.

Pasal 15

KSPD dan KPPD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diatur
dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah menjamin iklim berusaha yang aman dan stabil bagi
pembangunan Industri Pariwisata daerah.

(21 Pembangunan Industri Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama investasi dengan:
a. Pemerintah;
b. Perzr.erintah Daerah lain; dan/atau
c. pihak swasta.

(3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam
bentuk:
a. kawasan Pariwisata
b. Daya Tarik Wisata;
c. jasa transportasi Wisata;
d. jasa perjalanan Wisata;
e. jasa makanan dan minuman;
f. penyediaan a}omodasi dan penginapan;
g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
h. penyelenggaraan pertemuan, pe{alanan insentif, konferensi, dan

pameran;
i. jasa informasi Pariwisata;
j. jasa konsultan Pariwisata;
k. jasa pramuwisata;
l. wisata tirta, dan
m. spa.
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b. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran 
strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; 

c. potensi pasar; 
d. lokasi strategis; 
e. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan 
f. memiliki kekhususan dari wilayah. 

(2) Penetapan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b 
ditentukan dengan kriteria : 
a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi 

daya tarik pariwisata; 
b. potensi pasar; 
c. lokasi strategis; 
d. kawasan dengan komponen kepariwisataan yang memiliki karakter 

atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat 
kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut; 

e. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan 
f. kekhususan dari wilayah. 

Pasal 15 

KSPD dan KPPD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diatur 
dalam Peraturan Bupati. 

Bagian Kedua 
Strategi Pembangunan lndustri Pariwisata 

Pasal 16 

(1) Pemerintah Daerah menjamin iklim berusaha yang aman dan stabil bagi 
pembangunan lndustri Pariwisata daerah. 

(2) Pembangunan lndustri Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama investasi dengan: 
a. Pemerintah; 
b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau 
c. pihak swasta. 

(3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam 
bentuk: 
a. kawasan Pariwisata 
b. Daya Tarik Wisata; 
c. jasa transportasi Wisata; 
d. jasa perjalanan Wisata; 
e. jasa makanan dan minuman; 
f. penyediaan akomodasi dan penginapan; 
g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; 
h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan 

pameran; 
1. jasa informasi Pariwisata; 
j. jasa konsultan Pariwisata; 
k. jasa pramuwisata; 
I. wisata tirta, dan 
m. spa. 
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Pasal 17

(1) Strategi untuk pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

a. meningkatkan fungsi, sinergitas dan keadilan distributif antar mata
rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningt<atkan daya
saing produk usaha;

b. mendorong dan meningkatkan standardisasi serta Sertilikasi Usaha
Pariwisata demi mendorong pertumbuhan Usaha pariwisata skema
UMKM;

c. mendorong UMKM untuk menciptakan produk yang memiliki
keunikan dan kekhasal lokal;

d. memberikan pembekalan etika bisnis dan etika pelayanan bagi para
pelaku usaha di bidang Industri pariwisata;

e. menetapkan kualifikasi penyediaan sarana penunjang pariwisata
berbasis UMKM berdasarkan perwilayahan pariwisata yarrg
dikembangkan;

f. mendorong kemitraan antar usaha kepariwisataan dengan industri
kecil dan menengah dan UMKM;

g. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pengembangan potensi
UMKM sebagai produk pariwisata;

h. pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan
bagi usaha pariwisata skala UMKM dalarrr pengembangan usaha
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. pengembangan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan
usaha pariwisata skala UMKM;

j. menguatkan implementasi kerjasama antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan

k. mengembangan investasi yang diarahkan pada fasilitas akomodasi
berskala nasional dan internasional khusus untuk segmen

menengah atas.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan strategi
industri pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l), diatur
dalam Peraturan Bup,ati.

Bagian Ketiga
Strategi Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pasal 18

(1) Strategi pengembangan sistem Pemasaran Pariwisata yang terpadu dal
sinergis antara Pemerintah Daerah, Badan Promosi Pariwisata Daerah,
Usaha Pariwisata, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

11 ayat (3) huruf a meliputi:
a. memadukan program Pemasaran Pariwisata terpadu di KSPD;

b. membangun jejaring regional, nasional, dan internasional melalui
kemitraan berjangka panjang dalam Pemasaran Pariwisata;

c. mengembangkan peran dan fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah
sebagai lembaga kemitraan Pemasaran Pariurisata terpadu;
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Pasal 17 

(1) Strategi untuk pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: 

a. meningkatkan fungsi, sinergitas dan keadilan distributif antar mata 
rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya 
saing produk usaha; 

b. mendorong dan meningkatkan standardisasi serta Sertifikasi Usaha 
Pariwisata demi mendorong pertumbuhan Usaha Pariwisata skema 
UMKM; 

c. mendorong UMKM untuk menciptakan produk yang memiliki 
keunikan dan kekhasan lokal; 

d. memberikan pembekalan etika bisnis dan etika pelayanan bagi para 
peiaku usaha di bidang lndustri pariwisata; 

e. menetapkan kualifikasi penyediaan sarana penunjang pariwisata 
berbasis UMKM berdasarkan perwilayahan pariwisata yang 
dikembangkan; 

f. mendorong kemitraan antar usaha kepariwisataan dengan industri 
kecil dan menengah dan UMKM; 

g. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pengembangan potensi 
UMKM sebagai produk pariwisata; 

h. pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan 
bagi usaha pariwisata skala UMKM dalam pengembangan usaha 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

i. pengembangan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan 
usaha pariwisata skala UMKM; 

j. menguatkan implementasi kerjasama antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan 

k. mengembangan investasi yang diarahkan pada fasilitas akomodasi 
berskala nasional dan internasional khusus untuk segmen 
menengah atas. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan strategi 
industri pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur 
dalam Peraturan Bupati. 

Bagian Ketiga 
Strategi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 

Pasal 18 

(1) Strategi pengembangan sistem Pemasaran Pariwisata yang terpadu dan 
sinergis antara Pemerintah Daerah, Badan Promosi Pariwisata Daerah, 
Usaha Pariwisata, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
11 ayat (3) huruf a meliputi: 
a. memadukan program Pemasaran Pariwisata terpadu di KSPD; 
b. membangun jejaring regional, nasional, dan internasional melalui 

kemitraan berjangka panjang dalam Pemasaran Pariwisata; 
c. mengembangkan peran dan fungsi Sadan Promosi Pariwisata Daerah 

sebagai lembaga kemitraan Pemasaran Pariwisata terpadu; 
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d memadukan dal memarrfaatkan infrastruktur teknologi
dan komunikasi serta analisis data yang dibangun
nasional; dan

informasi
di tingkat

mengembangkan sistem pemantauan dan
kinerja Pemasaran pariwisata.

evaluasi pencapaiaan

(2) Strategi pengembangan pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab
dengan berbasis pada riset pasar dan pemanfaatan teknorogi iJormasi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) huruf b meliputi:
a. menetapkan pasar Wisatawan nusantara;
b. menetapkan pasar Wisatawan m€rncanegara;
c. menetapkan target jumlah kunjungan Wisatawan 10 (sepuluh) tahun

ke depan berdasarkan target wisatawan di tingkat nasional dan
target pertumbuhan ekonomi Daera.l, provinsi, dan Indonesia;

d. memba,gun citra Kepariwisataan Daerah di luar provinsi dan luar
negeri;

e. memanfaatkan berb"gai saluran pemasar€rn secara tradisional dan
digital dalam melakukan promosi pariwisata; dan

f. mengembangkan riset pasar dan basis data pemasaran pariwisata
yang handal dan berkesinambungan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan strategi
pemasaran pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1),
diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Strategi Pembangunan Kelembagaan Pariwisata

Pasal 19

(1) Strategi koordinasi Pembalgunan Kelembagaal Pariwisata Daerah
sebagaimana dalam Pasal l1 ayat (4) huruf a meliputi:
a. menguatkan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur

Pemerintah Daerah;

b. menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan program Pembangunan Kepariwisataan;

c. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan hormonisasi program

Pembangunan Kepariwisataan baik secara internal maupun lintas
sektor; dan

d. peningkatan koordinasi dan kerjasama antara pemangku

kepentingal, baik pemerintah, swasta mampun masyarakat.

12] Strategi peningkatan dan kinerja Kelembagaan pariwisata

sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b meliputi:

a. meningkatkan fungsi dan peran berbagai lembaga masyarakat di

bidang Kepariwisataan dalam pengelolaan dan pengawaszrn

Pembangunan I{,epariwisataan di KSPD;

b. meningkatkan fungsi dan peran asosiasi Industri Pariwisata dan

asosiasi profesi Pariwisata dalam mendorong pengelolaan dan

Pembangu.nan Kepariwisataan Daerah yang berkualitas dan

berkredibilitas tinegi; dan

e
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nasional; dan 

d. memadukan dan memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi 
dan komunikasi sert ali · d a an sis ata yang dibangun di tingkat 

e. mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi pencapaiaan 
kinerja Pemasaran Pariwisata. 

(2) Strategi pengembangan Pemasaran Pariwisata yang bertanggung jawab 
dengan berbasis pada riset pasar dan pemanfaatan teknologi informasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b meliputi: 
a. menetapkan pasar Wisatawan nusantara· , 

f. 

b. 

e. 

c. 

d. 

menetapkan pasar Wisatawan mancanegara; 
menetapkan target jumlah kunjungan Wisatawan 10 (sepuluh) tahun 
ke depan berdasarkan target Wisatawan di tingkat nasional dan 
target pertumbuhan ekonomi Daerah, provinsi, dan Indonesia; 
membangun citra Kepariwisataan Daerah di luar provinsi dan luar 
negeri; 

memanfaatkan berbagai saluran pemasaran secara tradisional dan 
digital dalam melakukan prornosi Pariwisata; dan 
mengembangkan riset pasar dan basis data Pemasaran Pariwisata 
yang handal dan berkesinambungan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan strategi 
pemasaran pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 j, 
diatur dalam Peraturan Bupati. 

Bagian Keempat 
Strategi Pembangunan Kelembagaan Pariwisata 

Pasal 19 

(1) Strategi koordinasi Pembangunan Kelembagaan Pariwisata Daerah 
sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a meliputi: 
a. menguatkan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur 

Pemerintah Daerah; 
b. menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan program Pembangunan Kepariwisataan; 
c. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan hormonisasi program 

Pembangunan Kepariwisataan baik secara internal maupun lintas 
sektor; dan 

d. peningkatan koordinasi dan kerjasama antara pemangku 
kepentingan, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. 

{2) Strategi peningkatan kapasitas dan kinerja Kelembagaan pariwisata 
sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b meliputi: 
a. meningkatkan fungsi dan peran berbagai lembaga masyarakat di 

bidang Kepariwisataan dalam pengelolaan dan pengawasan 
Pembangunan Kepariwisataan di KSPD; 

b. meningkatkan fungsi dan peran asosiasi Industri Pariwisata dan 
asosiasi profesi Pariwisata dalam mendorong pengelolaan dan 
Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang berkualitas dan 
berkredibilitas tinggi; dan 
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c. memfasilitasi terbentuknya badan promosi pariwisata daerah untuk
meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

(3) Strategi pengembangan kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk
meningkatkan kualitas SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat {4} hurrf c meliputi:

a. mengembangkan mekanisme insentif bagi SDM Pariwisata di
lingkungan Pemerintah Daerah dan Usaha Pariwisata serta bagi
pelajar dan mahasiswa di bidang Kepariwisataaa berupa program
pendidikan Kepariwisataan bertaraf nasional dan internasional;

b. memfasilitasi penerapan program sertifikasi kompetensi nasional
dan internasional b"gr SDM Pariwisata di Daerah;

c. mengembangkan kerja sama kemitraan dengan lembaga pendidikan
Kepariwisataan berstandar nasional dan internasional untuk
meningkatkan daya saing sumber daya manusia;

d. mengembangkan kemitraan dengan pergunran tinggi dalam
melakukan penelitian dan pengembangan SDM Pariwisata yang
terkait dengan Pembangunan Kegariwisataan Daerah; dan

e. mengembangkan kemitraan dengan perguman tinggi dalam
melakukan penelitian dan pengembangan dalam meningkatkan
kualitas destinasi dan pelayanan pariwisata daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan strategi
pembangunan kelembagaan pariwisata Daerah sebagaimana dimal<sud
pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
INDIKASI PROGRAM PEM BANGUNAN KEPARTWISATAAN DAERAH

Pasal 20

(1) Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan
sesuai dengan tahapan rencana pembangunan daerah.

l2l Datam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah
sebaCai penanggung jawab didukung ole{r Perangkat Daerah dan
lembaga terkait lainnya.

(3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan
daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat didukung oleh

dunia usaha dan masyarakat.

(4) Ketentuan tebih lanjut mengenai indikasi program pembangunan

kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
dalam Peraturan Bupati.
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memfasilitasi terbentuknya badan promosi pariwisata daerah untuk 
meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. 

(3) Strategi pengembangan kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk 
meningkatkan kualitas SOM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal l l ayat {4) huruf c meliputi: 

a. mengembangkan mekanisme insentif bagi SOM Pariwisata di 
lingkungan Pemerintah Oaerah dan Usaha Pariwisata serta bagi 
pelajar dan mahasiswa di bidang Kepariwisataan berupa program 
pendidikan Kepariwisataan bertaraf nasional dan internasional; 

b. memfasilitasi penerapan program sertifikasi kompetensi nasional 
dan internasional bagi SOM Pariwisata di Oaerah; 

c. mengembangkan kerja sama kemitraan dengan lembaga pendidikan 
Kepariwisataan berstandar nasional dan internasional untuk 
meningkatkan daya saing sumber daya manusia; 

d. mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dalam 
melakukan penelitian dan pengembangan SOM Pariwisata yang 
terkait dengan Pembangunan Kepariwisataan Daerah; dan 

e. mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dalam 
melakukan penelitian dan pengembangan dalam meningkatkan 
kualitas destinasi dan pelayanan pariwisata daerah. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan strategi 
pembangunan kelembagaan pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati. 

BAB VI 
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH 

Pasal 20 

(1) Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan 
sesuai dengan tahapan rencana pembangunan daerah. 

(2) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan 
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah 
eebagai penanggung jawab didukung oleh Perangkat Daerah dan 
lembaga terkait lainnya. 

(3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan 
daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat didukung oleh 
dunia usaha dan masyarakat. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi program pembangunan 
kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur 
dalam Peraturan Bupati. 

c. 
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PE
BAB VII

GAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 2 1

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengalvasan dan pengenrialian
pelaksanaan RIPPARKAB.

(21 Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan cara antara lain:

a. koordinasi lirrtas sektor dan lirrtas pemangku keperrtingan dalam
melaksanakan RIPPARKAE! ; dan

b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan dibidang
kepariwisataan yang mencakup destinasi pariwisata, pemas.rran
pariwisata, industri pariurisata, kelembagaan kepariwisataan.

(3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-
undangan.

BAB VIII
PEMBTAYAAN

Pasal22

Pembiayaan dalam pelaksanaan RIPPARKAB berasal dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dal
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

semua peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang terkait
dengan pembangunan kepariwisataan daerah dinyatakan tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan
Peraturan Daerah ini; dan

semua perjanjian kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Daerah
dan/atau dengan pihak lain terkait pembangunan kepariwisataan di
daerah di semua DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)

dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu
pedanjian.

a

b
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BAB VU 
PE GAWASAN DAN PENGENDALIAN 

Pasal 21 

{1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian 
pelaksanaan RIPPARKAB. 

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan cara antara lain: 

a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam 
melaksanakan RIPPAR.KAB; dan 

b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan dibidang 
kepariwisataan yang mencakup destinasi pariwisata, pemasaran 
pariwisata, industri pariwisata, kelembagaan kepariwisataan. 

(3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
di)akukan sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang- 
undangan. 

BAB VIII 
PEMBIAYAAN 

Pasal 22 

Pembiayaan dalam pelaksanaan RIPPARKAB berasal dari: 

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan 

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 23 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: 

a. semua peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang terkait 
dengan pembangunan kepariwisataan daerah dinyatakan tetap ber1aku 
sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan 
Peraturan Daerah ini; dan 

b. semua perjanjian kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Daerah 
dan/atau dengan pihak Iain terkait pembangunan kepariwisataan di 
daerah di semua DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) 
dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu 
perjanjian. 
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1

(satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daera-h ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang menge memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana
Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 19 Descnber 2c22

BUPATI TANA TORAJA,

THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal 19 lasenber 2022

PJ. SEKRETARIS DAERAH KAE}UPATEN TANA TORAJA,

SULAIMAN MALEA

I.EMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORA.IA TAT{UN 2022 NOMOR 05

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORA"IA, PROVINSI
SUI,AWESI SELATAN NOMOR: B.HK.OS. 1 18.22
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BABX 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 24 

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 
(satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 

Pasal 25 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana 
Toraja. 

Ditetapkan di Makale 
pada tanggal 19 ncser.ibcr 2022 

BUPATI TANA TORAJA, 

THEOFILUS ALLORERUNG 

Diundangkan di Makale 
pada tanggal 1 9 nescr.ibcr 2022 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA, 

SULAIMAN MALEA 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2022 NOMOR 05 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA, PROVINS! 
SULAWESI SELATAN NOMOR: B.HK.05.118.22 
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PEI{JELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR 5 TAHUN2022

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN TANA
TORAJA TAHUN 2O22-2O3O

A, UMUM
Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan

pariwisata sebagai bagran pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia,
dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke
belahan atau kawasan-kawasan dunia lainnya.

Kedudukan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan
nasional semakin menunjukkan posisi dan peran yang sangat penting
sejalan dengan perkembangal dan kontribusi yang diberikan baik dalam
penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun
dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja di berbagai wilayah di
Indonesia. Dinamika dan tantangan dalam konteks regional dan global,
telah menuntut suatu perenc€rnaan dan pengembangan sektor pariwisata
yang memiliki jangkauan strategis, sistematis, terpadu, dan sekaligus
komprehensif mencakup keselumhan komponen pembangunan
kepariwisataan yang terkait, baik dari aspek industri pariwisata, destinasi
pariwisata, pemasar€rn, maupun kelembagaal.

RIPPPARKAB akan menjadi pondasi dan dasar yang sangat penting bagi
dan pengelolaan sumber daya pariwisata budaya dan alam

yang tersebar di seluruh Daerah.

RIPPPARKAB secara konkrit akan memberikan visi, arah, dan rencana
yang jelas bagi pengembangal kawasan-kawasaa wisata baik yalg sudah
layak dieebut unggulan maupun yang potensial di seluruh Daerah.
RIPPARKAB ini sekaligus akan memberikan panduan atau arahan b"gr
pemangku kepentingan terkait baik di tingkat pusat maupun daerah, baik
pemerintah / sektor publik, swasta, maupun masyarakat dalam
pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata secara terarah, tepat
sasaran, dan berkelanjutan.

Keseluruhan substansi yang dicakup dalam penyusunan RIppARKAB
tersebut selanjutnya akan menjadi kunci atau roadmap yang sa_ngat
penting dalam membangun dan membangkitkan keunggulan banding dan
keunggulan saing pariwisata Daerah dalam peta pariwisata nasional dan
internasional di abad 2l trri, dan khususnya dalam meningkatkan
kontribusi sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam pendapatan asli
daerah dan menggantikan kontribusi sektor lain di masa mendatang.

RIPPARKAB diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan
pariwisata bagi pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya
di daerah, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan
pembangunan kepariwisataan daerah. RIPPARKAB sangat penting, karena:
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA 

NOMOR 5 TAHUN 2022 

TENT ANG 

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN TANA 
TORAJA TAHUN 2022-2030 

A. UMUM 
Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan 

pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, 
dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke 
belahan atau kawasan-kawasan dunia lainnya. 

Kedudukan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan 
nasional semakin menunjukkan posisi dan peran yang sangat penting 
sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan baik dalam 
penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun 
dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja di berbagai wilayah di 
Indonesia. Dinamika dan tantangan dalam konteks regional dan global, 
telah menuntut suatu perencanaan dan pengembangan sektor pariwisata 
yang memiliki jangkauan strategis, sistematis, terpadu, dan sekaligus 
komprehensif meneakup keseluru.han komponen pembangunan 
kepariwisataan yang terkait, baik dari aspek industri pariwisata, destinasi 
pariwisata, pernasaran, maupun kelembagaan. 

RIPPPARKAB akan menjadi pondasi dan dasar yang sangat penting bagi 
pengembangan dan pengelolaan sumber daya pariwisata budaya dan alam 
yang tersebar di seluruh Daerah. 

RIPPPARKAB secara konkrit akan memberikan visi, arah, dan rencana 
yang jelas bagi pengembangan kawasan-kawasan wisata baik yang sudah 
layak disebut unggulan maupun yang potensial di seluruh Daerah. 
RIPPARKAB ini sekaligus akan memberikan panduan atau arahan bagi 
pemangku kepentingan terkait baik di tingkat pusat maupun daerah, baik 
pemerintah/sektor publik, swasta, maupun masyarakat dalam 
pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata secara terarah, tepat 
sasaran, dan berkelanjutan. 

Keseluruhan substansi yang dicakup dalam penyusunan RIPPARKAB 
tersebut selanjutnya akan menjadi kunci atau roadmap yang sangat 
penting dalam membangun dan membangkitkan keunggulan banding dan 
keunggulan saing pariwisata Daerah dalam peta pariwisata nasional dan 
internasional di abad 21 ini, dan khususnya dalam meningkatkan 
kontribusi sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam pendapatan asli 
daerah dan menggantikan kontribusi sektor lain di masa mendatang. 

RIPPARKAB diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan 
pariwisata bagi pelaku pariwisata dan pelaku ekonorni, sosial dan budaya 
di daerah, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan 
pembangunan kepariwisataan daerah. RIPPARKAB sangat penting, karena: 



18

a. memberikan arah pengembangan yang tepat tertradap potensi
kepariwisataan (dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya
manusia, m€rnagemen, dan sebagainya) sehingga dapat tumbuh dan
berkembang secara positif dan berkelanjutal bagi pengembangan
wilayah dan fts5sja hter.aan masyarakat; clan

b. mengatur peran setiap pemangku kepentingan terkait (lintas sektor,
lintas pelaku, lintas daerah/wilayah) agar dapat mendorong
pengembaagan pariwisata secara sinergis dan terpadu.

B. PASALDEMIPASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Huruf a
Yang dimaksud dengan "pembangunan destinasi pariwisata',
adalah upaya pembangunan secara terpadu dan sistematik
seluruh komponen destinasi pariwisata dalam rangka
menciptakan, meningkatkal kualitas produk dan pelayanan
kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di
destinasi pariwisata.

Hunrf b
Yalg dimaksud dengal "pembangunan industri pariwisata dan
ekonomi kreatif' adalah upaya terpadu dan sistematik dalam
rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata,
peningkatan daya saing produk pariwisata" penguatan
kemitraan usaha pariwisata penciptaan kredibilitas bisnis; dan
pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "Pembangunan pemasaran pariwisata"
a*alah upaya terpadu dan sistsnatik dalam rangka
menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk
wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk
mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku
kepentingannya.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "pembangunan kelembagaal
kepariwisataan" adalah upaya terpadu dan sistematik dalam
rangka pengernb-angan organisasi keparivrisataan,
pengembangan sumber daya manusia pariwisata untuk
mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan
penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi .

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.
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a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi 
kepariwisataan (dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya 
manusia, managemen, dan sebagainya) sehingga dapat tumbuh dan 
berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan 
wilayah dan kesejahteraan masyarakat; dan 

b. mengatur peran setiap pemangku kepentingan terkait (lintas sektor, 
lintas pelaku, Iintas daerah/wilayah) agar dapat mendorong 
pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu. 

B. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

Pasal 2 
Cukup jelas. 

Pasal 3 
Hurufa 

Yang dimaksud dengan "pembangunan destinasi pariwisata" 
adalah upaya pembangunan secara terpadu dan sistematik 
seluruh komponen destinasi pariwisata dalam rangka 
menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan 
kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di 
destinasi pariwisata. 

Hurufb 
Yang dimaksud dengan "pembangunan industri pariwisata dan 
ekonomi kreatif" adalah upaya terpadu dan sistematik dalam 
rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, 
peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan 
kemitraan usaha pariwisata penciptaan kredibilitas bisnis; dan 
pengembangan tanggungjawab terhadap lingkungan. 

Hurufc 
Yang dimaksud dengan "Pembangunan pemasaran pariwisata" 
adalah upaya terpadu dan sistematik dalam rangka 
menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk 
wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk 
mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku 
kepentingannya. 

Hurufd 
Yang dimaksud dengan "pembangunan kelembagaan 
kepariwisataan" adalah upaya terpadu dan sistematik dalam 
rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, 
pengembangan sumber daya manusia pariwisata untuk 
mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan 
penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi . 

Pasal 4 
Cukup jelas. 

Pasal 5 
Cukup jelas. 
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Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 1 1

Ayat (1)

huruf a
Cukup Jelas.

huruf b
Cukup Jelas.

huruf c
Yang dimaksud dengan "prasarana umum" meliputi:
a. jaringan listrik dan lamptr penerangan
b. jaringan air bersih
c. jaringan telekomunikasi
d. sistem pengelolaal limbah

Yang dimaksud dengan "fasilitas umum" meliputi:
a. fasilitas keamanan: Pemadam Kebakaran, Fasilitas

tanggap bencana (Early warning system) di destinasi
ytrng rawan bencana;

b. fasilitas keuangan dan perbankan: ATM dan tempat
panukaran uang (money changerJ

c. fasilitas bisnis: kios cinderamata dan obat 24 jant
(drug store), warnet, telepon umum, public locker;

d. fasilitas kesehatan: poliklinik 24 jan dan fasilitas p3K;
e. fasilitas sanitasi dan kebersihan: toilet umum,

laundry, dan tempat sampah;
f. fasilitas khusus bagr penderita cacat fisik, anak-anak

dan lanjut usia;
g. fasilitas rekreasi: fasilitas peristirahatan (rest area),

fasilitas bermaifl anak-al-ak, fasilitas olah raga,
fasilitas pedestrian;

h. fasilitas lahan parkir; dan
i. fasilitas ibadah.
Yang dimaksud dengan "fasilitas pariwisata', meliputi:
a. fasilitas akomodasi;
b. Fasilitas penginapan
c. fasilitas rumah makan;
d. fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata: fasilitas

playanan keimigrasian, pusat informasi pariurisata
(tourism information center), dan e-tourism kios;

e. Polisi Pariwisata dan Satgas Wisata;
f. souvenir shop;
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Pasal 6 
Cukup jelas. 

Pasal 7 
Cukup jelas. 

Pasal 8 
Cukup jelas. 

Pasal 9 
Cukup jelas. 

Pasal 10 
-Cukup jelas. 

Pasal 11 
Ayat (1) 

hurufa 
Cukup Jelas. 

hurufb 
Cukup Jelas. 

hurufc 
Yang dimaksud dengan "prasarana umum" meliputi: 
a. jaringan listrik dan lampu penerangan 
b. jaringan air bersih 
c. jaringan telekomunikasi 
d. sistem pengelolaan limbah 

Yang dimaksud dengan "fasilitas umum" meliputi: 
a. fasilitas keamanan: Pemadam Kebakaran, Fasilitas 

tanggap bencana (Early warning system) di destinasi 
yang rawan bencana; 

b. fasilitas keuangan dan perbankan: ATM dan tempat 
penukaran uang (money changer;) 

c. fasilitas bisnis: kios cinderamata dan obat 24 jam 
(drug store), warnet, telepon umum, public locker; 

d. fasilitas kesehatan: poliklinik 24 jam dan fasilitas P3K; 
e. fasilitas sanitasi dan kebersihan: toilet umurn, 

laundry, dan tempat sampah; 
f. fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak 

dan lanjut usia; 
g. fasilitas rekreasi: fasilitas Peristirahatan (rest area), 

fasilitas bermain anak-anak, faeilitas olah raga, 
fasilitas pedestrian; 

h. fasilitas lahan parkir; dan 
i. fasilitas ibadah. 
Yang dimaksud dengan "fasilitas pariwisata" meliputi: 
a. fasilitas akomodasi; 
b. Fasilitas penginapan 
c. fasilitas rumah makan; 
d. fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata: fasilitas 

pelayanan keimigrasian, pusat infonnasi pariwisata 
(tourism information center), dan e-tourism kios; 

e. Polisi Pariwisata dan Satgas Wisata; 
f. souvenir shop; 
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g. tourism slgn & posthg (gate, interpretation board,

rambu lalu-lintas wisata).

Ayat (2)

Cukupjelas.
Alrat{A

C\rkup jelas.
Ayat (4)

C\rkup jelas.
Pasd 12

C\rkup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukupielas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukupjelas.
Pasal 17

Ayat (lf
hurufa

Cukup Jelas.

hurufb
Cukup Jelas.

huruf c
Cukup Jelas.

hurufd
Yang dimaksud dengan 'etika bisnis" adalah penerapan
kriteria-kriteria pantas atau tidak pantas, beik dan tidak
baik tahadap s€{uruh petakrr dail pelrargku
suatu kegiatan bisnis.

hunrf e
Cukup Jelas.

huruff
Cukup JeLas.

hurufg
Cukup Jelas.

hurufh
Cukup.}elas.

huraf i
Cukup Jelas.

hurufj
Cukup Jelas.

hurufk
C\rkup Jelas.
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g. tourism sign & posting (gate, interpretation board, 
rambu lalu-lintas wise.ta). 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat{3t 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas, 

Pasa.l 12 
Cukup jelas. 

Pasa.l 13 
Cukup jelas. 

Pasal 14 
Cukupjem. 

Pasa.l 15 
Cukup jelas. 

Pasa.l 16 
Cukup jelas. 

Pasa.l 17 
Ayat (1) 

hurufa 
Cukup Jelas. 

hurufb 
Cukup Jelas. 

hurufc 
Cukup Jelas. 

hurufd 
Yang dimaksud dengan "etika bisnis" adalah penerapan 
laiteria-laiteria pantas atau tidak pantas, baik dan tidak 
baik terhadap � pelaku dan pemangku kepentingan 
suatu kegiatan bisnis. 

hurufe 
Cukup Jelas. 

huruff 
Cukup Jelas. 

hurufg 
Cukup Jelas. 

hurufh 
Cukup Jelaa. 

hurufi 
Cukup Jelas. 

hurufj 
Cukup Jelas. 

hurufk 
Cukup Jelas. 
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Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasd 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jel,as.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasa1 2l
Ctrkup jelas.

Palsal22
Cukupjelas.

Pasal 23
Cukupjelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jetras.
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• Ayat{21 
Cukup jelas. 

Pasal 18 
Cukup jelas. 

Pasal 19 
Cukup jelas. 

Pasal 20 
Cukup jelas. 

Pasal 21 
Cukupjem. 

Pasal 22 
Cukup jelas. 

Pasal23 
Cukup jelas. 

Pasal 24 
Cukup jelas. 

Pasal 25 
Cukup jelas. 
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